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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 504 terhadap pengemis di Kota Gorontalo 

Fakta tentang efektivitas pelaksanaan Pasal 504 KUHP menunjukan ada 

yang perlu diluruskan dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara 

yaitu kebijakan struktural yang belum menyentuh penanganan mereka 

secara serius. Karena terbukti dilapangan masih banyak pengemis yang 

melakukan aksinya di setiap tempat yang dianggap ramai. Hal ini bisa 

dibuktikan dengan data yang didapat dari Dinas Sosial. 

2. Penerapan Sanksi Hukum Pasal 504 KUHP tentang pengemis 

Penerapan hukum tindak Pidana pengemis dimuat dalam Pasal 504 KUHP 

dan Perda Kota Gorontalo No. 8 Tahun 2007 Tentang Larangan untuk 

Mengemis. Penerapan hukum tindak Pidana pengemis sudah dilakukan 

oleh badan atau instansi terkait yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyakat Kota Gorontalo dengan cara turun langsung di lapanagan dan 

menangkap para oknum yang melakukan pengemisan, setelah itu para 

oknum diberikan berupa arahan dan direhabilitasi. Namun kenyataanya 

menunjukkan masih banyak adanya anggota masyarakat yang mencari 

nafka dengan cara meminta-minta baik secara peorangan maupun 

kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sanksi Pidana terhadap 

pengemis itu belum efektif. 

 

 



45 

 

B. SARAN 

1. Dalam pelaksanaan atas penanggulangan bagi pengemis sebaiknya dilakukan 

dengan cara yang preventif dan dengan menghormati hak-haknya, serta 

sesuai dengan kedudukan sebagai manusia yang bermartabat, karena pada 

dasarnya orang yang mengemis di muka umum di sebabkan oleh tidak 

mencukupinya perekonomian hidupnya. Maka tindakan yang paling penting 

adalah upaya untuk mensejahterakan para pengemis tersebut. 

2. Aparat kepolisian dan satpol PP di harapkan menjalankan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya, sehingga regulasi yang telah dibentuk dapat dijadikan secara 

maksimal dan optimal demi ketertiban umum. 

3. Bagi pemerintah yang berkewajiban melindungi hak-hak warga Negara 

harus memberikan hak hidup layak bagi seluruh masyarakat sehingga di 

masa depan tidak ada lagi pengemis di Kota Gorontalo, dan secara nasional 

di Negara Indonesia. 

4. Masyarakat seharusnya membantu Pemerintah untuk mensosialisasikan 

peraturan peraturan yang ada sekaligus melaksanakan aturan tersebut, agar 

terciptanya Pemerintah yang baik.    
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Wawancara Bersama Responden (Pengemis) 
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B. Wawancara Bersama Pihak Dinas Sosial 
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C. Wawancara Bersama Pihak Polres Gorontalo Kota 
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